Penundaan Tahapan Pemilihan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 2020

Keputusan

Pemilihan Umum  Kota Cilegon Nomor 34/Kpts/KPU-Clg-

015.436430/111/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini
penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di wilayah kesatuan Negara Republik
Indonesia dan dengan memperhatiakn pernyataan resimi World
Health Organization (WHO) yang menyatakan covid-19 sebagai
pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia
yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional
(bencana non alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status
keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus
corona di Indonesia; Bahwa berdasarkan Diktum KESATU
Keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-
Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam
upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang memutuskan dan
menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dasar Hukum Keputusan Komisi
Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan



MEMPERHATIKAN :

CATATAN

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1511).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
179/PL.02/- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19; Surat Edaran
Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-
Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam
upaya pencegahan penyebaran covid-19; Maklumat Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/3/2020
tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam
Penanganan Penyebaran Virus corona (covid-19) tanggal 19
Maret 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten Nomor 047/36/Prov/II[/2020 tentang
Penundaan Tahapan Pemilihan 2020 tanggal 22 Maret 2020.
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor
34 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/111/2020 diatur  tentang

Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berlaku sejak
ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.



